PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 187/PMK.07/2016,
tanggal 2 Desember 216)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa penganggaran, pengalokasian, penyal-
uran, penatausahaan, penggunaam, pemantauan
dan evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

bahwa dalam rangka penyempurnaan pengangga-
ran, pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu dilaku-
kan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
rubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No-
mor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran- Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633); !
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ten-
tang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakar-
ta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor




10.

11.

12.

168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ked-
ua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.
02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kemen-
terian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 365);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.
02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Pene-
laahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian
Anggaran Benciahara Umum Negara, dan Penge-
sahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Benda-
hara Umum Negara (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 1909);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.
07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelo-
laan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diubah seb-
agai berikut:
1.

Ketentuan angka 33 Pasal 1 dihapus dan di an-
tara angka 34 dan angka 35 disisipkan 2 (dua)
angka yakni angka 34a dan angka 34b, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indone-
sia yang memegang kekuasaan pemerintah-

by
DirE

10.

an Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati
atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Daerah- Otonom yang selanjutnya disebut
Daerah adalah kesatuan masyarakat hu-
kum yang mempunyai batas-batas wilayah
berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasar-
kan aspirasi masyarakat dalam sistem Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang selanjutnya disingkat APBN adalah ren-
cana keuangan tahunan pemerintahan neg-
ara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat APBD adalah ren-
cana keuangan tahunan pemerintahan dae-
rah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya
disingkat PAD adalah pendapatan yang di-
peroleh Daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa adalah indikasi dana yang
perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Dae-
rah dan Dana Desa adalah rencana kerja dan
anggaran yang memuat rincian kebutuhan
dana dalam rangka pelaksanaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa.

Transfer ke Daerah adalah bagian dari Be-
lanja Negara dalam rangka mendanai pelak-
sanaan desentralisasi fiskal berupa Dana
Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Perimbangan adalah dana yang dialo-
kasikan dalam APBN kepada daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas
Dana Transfer Umum dan Dana Transfer
Khusus.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dana Transfer Umum adalah dana yang di- .
alokasikan dalam APBN kepada daerah un-
tuk digunakan sesuai dengan kewenangan |
daerah guna mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang

dialokasikan dalam APBN kepada daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai ‘!
kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik

yang merupakan urusan daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat :
DBH adalah dana yang dialokasikan dalam .
APBN kepada Daerah berdasarkan angka '
persentase tertentu dari pendapatan negara .
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya dise- '
but DBH Pajak adalah bagian daerah yang |
berasal dari penenmaan Pajak Bumi dan Ban-
gunan, Pajak Penghasilan Pasal 21 , Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Waijib Pa- :

jak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan
atas bumi dan bangunan, kecuali PBB Perde-

saan dan Perkotaan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjut- :
nya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas '

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,

tunjangan dan pembayaran lainnya sehubun- |
gan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak !
Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal :
21 Undang-Undang mengenai Pajak Peng-

hasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wa-
jib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang se- °
lanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak .
Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan :
Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang men-
genai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali
Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai

Pajak Penghasilan.

Dana Bagi Basil Cukai Basil Tembakau yang
selanjutnya disingkat DBB CBT adalah ba-
gian dari anggaran transfer ke daerah yang :
dibagikan kepada provinsi penghasil cukai !

dan/atau provinsi penghasil tembakau.

20.

2

22,

23.

24,

25.

26.

. Dana Bagi Basil Sumber Daya Alam yang se- |
lanjutnya disingkat DBB SDA adalah bagian
daerah yang berasal dari penenmaan SDA

kehutanan, mineral dan batubara, perikanan,
pertambangan minyak bumi, pertambangan
gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber
Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBP
SDA adalah bagian dari Penerimaan Negara

* Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya

alam kehutanan, mineral dan batubara, peri-
kanan, minyak bumi, gas bumi, dan pen-
gusahaan panas bumi.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selan-
jutnya disingkat KKKS adalah badan usaha
atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan
untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi
pada suatu wilayah kerja berdasarkan kon-
trak kerja sama.

Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina
atau perusahaan penerusnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kontraktor kontrak operasi bersama Uoint
operation contract), dan pemegang izin pen-
gusahaan panas bumi.

Kurang Bayar Dana Bagi Basil yang selanjut-
nya disebut Kurang Bayar DBB adalah selisih
kurang antara DBB yang dihitung berdasar-
kan realisasi rampung penerimaan negara
dengan DBB yang telah disalurkan ke Daerah
atau DBB yang dihitung berdasarkan prog-

nosa realisasi penerimaan negara pada satu

tahun anggaran tertentu.

Lebih Bayar Dana Bagi Basil yang selanjut-
nya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih
lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan
realisasi rampung penenmaan negara den-
gan DBH yang telah disalurkan ke Daerah
atau DBH yang dihitung berdasarkan prog-
nosa realisasi penerimaan negara pada satu
tahun anggaran tertentu.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya dis-
ingkat DAU adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar
Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya
disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialo-
kasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu
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28.
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30.
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32.

dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus fisik yang merupakan uru-
san daerah dan sesuai dengan prioritas nasi-
onal.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selan-
jutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana
yang dialokasikan dalam APBN kepada Dae-
rah dengan tujuan untuk membantu menda-
nai kegiatan khusus nonfisik yang merupak-
an urusan daerah.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang
selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana
vang digunakan terutama untuk mendanai
belanja nonpersonalia bagi satuan pendidi-
kan dasar dan menengah sebagai pelaksana
program wajib belajar dan dapat dimung-
kinkan untuk mendanai beberapa kegiatan
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya
disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang
digunakan untuk biaya operasional pembela-
jaran dan dukungan biaya personal bagi anak
yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dise-
but Dana TP Guru PNSD' adalah tunjangan
profesi yang diberikan kepada Guru PNSD
vang telah memiliki sertifikat pendidik dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut
DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasi-
lan yang diberikan kepada Guru PNSD yang
belum mendapatkan tunjangan profesi Guru
PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
yang selanjutnya disebut Dana BOK dan
BOKB adalah dana yang digunakan untuk
meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan bidang kesehatan, khususnya
pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat,
penurunan angka kematian ibu, angka ke-
matian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan
keikutsertaan Keluarga Berencana dengan
peningkatan akses dan - kualitas pelayanan

33.
34.

35,

36.

37.

Keluarga Berencana yang merata.
Dihapus.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM dan
Naker adalah dana yang digunakan untuk bi-
aya operasional penyelenggaraan pelatihan
pengelolaan koperasi, usaha kecil menen-
gah, dan ketenagakerjaan.

. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Neg-

eri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut
Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang
diberikan kepada guru PNSD sebagai kom-
pensansi atas kesulitan hidup dalam melak-
sanakan tugas di daerah khusus, yaitu di
desa yang termasuk dalam kategori sangat
tertinggal menurut indeks desa membangun
dari Kementerian Desa, Pembangunan Dae-
rah Tertinggal dan Transmigrasi.

. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

vang selanjutnya disebut Dana Pelayanan
Adminduk adalah dana yang digunakan un-
tuk menjamin keberlanjutan dan keamanan
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
terpadu dalam menghasilkan data dan doku-
men kependudukan yang akurat dan sera-
gam di seluruh Indonesia.

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya dis-
ingkat DID adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah tertentu ber-
dasarkan kriteria tertentu dengan tujuan un-
tuk memberikan penghargaan atas pencapa-
ian kinerja tertentu.

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan
otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No-
mor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten-
tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
menjadi Undang-Undang, dan Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer-
intahan Aceh. '
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yog-
yakarta adalah dana yang dialokasikan un-
tuk penyelenggaraan urusan keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13
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41.
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43.

44,

45.

Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa |
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ !
kota dan digunakan untuk membiayai pe-
nyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanju.tnya' disingkat BA BUN adalah
bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran kementerian negara/
lembaga.

Pengguna Anggaran Bendahara Umum Nega-
ra yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga.
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya disingkat
PPA BUN adalah unit orgamsas1 di lingkun-
gan Kementerian Keuangan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan dan bertanggung-
jawab atas pengelolaan anggaran yang be-
rasal dari BA BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN
adalah satuan kerja pada masing-masing
PPA BUN baik di kantor pusat maupun kan-
tor daerah atau satuan kerja di kementerian
negara/lembaga yang memperoleh penugas-
an dari Menteri Keuangan untuk melak-
sanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah

provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten

atau walikota bagi daerah kota.
Rekening Kas Umum Negara yang selanjut-

nya disingkat RKUN adalah rekening tempat .

penyimpanan uang negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara ::

Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan membayar seluruh

pengeluaran negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjut- '

nya disingkat RKUD adalah rekening ternpat

peny 1mpanan uang daerah yang ditentukan !
oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

B

membayar seluruh pengeluaran daerah pada |

bank yang ditetapkan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Benda- |

hara Umum Negara yang selanjutnya dising-

kat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan

anggaran yang disusun oleh PPA BUN.

Surat Keputusan Penetapan Rincian Trans-
fer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SK- |
PRTD adalah surat keputusan yang mengaki-
batkan pengeluaran atas beban anggaran |
yang memuat rincian jumlah transfer setiap
daerah menurut jenis transfer dalam periode

tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran yang selan- :
jutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat
Komitmen, yang berisi permintaan pem- |

bayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang diter-
bitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatan- |
gan Surat Perintah Membayar atau pejabat |
lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
yang bersumber dari DIPA atau dokumen

lain yang dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selan-
jutnya disingkat SP2D adalah surat perintah

yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Per-
bendaharaan Negara selaku Kuasa Bendaha-
ra Umum Negara untuk pelaksanaan penge-
luaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara
Umum Negara yang selanjutnya dising-
kat PPK BUN adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA
BUN untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibat-
kan pengeluaran anggaran Transfer ke Dae-
rah.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Mem-
bayar Bendahara Umum Negara yang selan-
jutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA
BUN/KPA BUN untuk melakukan pengUJian
atas permintaan pembayaran dan menerbit-
kan perintah pembayaran.

Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT
adalah dokumen yang memuat rincian pe-
nerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
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2.

oleh Daerah.

54. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah, dan
Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT
adalah dokumen yang memuat rincian pe-
nerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
oleh Daerah dalam 1 {satu) tahun anggaran.

55. Sisa Dana Alokasi Khusus yang selanjut-
nya disebut Sisa DAK adalah Dana Algkasi
Khusus yang telah disalurkan oleh Pemerin-
tah kepada'Pemerintah Daerah namun tidak
habis digunakan untuk mendanai kegiatan
dan/atau kegiatan yang didanai dari Dana
Alokasi Khusus tidak terealisasi.

56. Sisa Dana BantU:an Operasional Sekolah Ta-
hun Anggaran 2011 yang selanjutnya dise-
but Sisa Dana BOS TA 2011 adalah jumlah
sisa Dana BOS TA 2011 yang tidak digu-
nakan sampai dengan akhir Tahun Angga-
ran 2011 dan masih berada di pemerintah
daerah penenma Dana BOS Tahun Anggaran
2011.

Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pas-
al 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
(1) Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi:
a. Transfer ke Daerah; dan
b. Dana Desa.
(2) Transfer ke Daerah, terdiri atas:
a. Dana Perimbangan;
b. DID; dan
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistime-
waan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. Dana Transfer Umum; dan
b. Dana Transfer Khusus.
(4) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. DBH; dan
b. DAU.
(5) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a, terdiri atas:
a. DBH Pajak, meliputi:
1. PBB;
2. PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN; dan
3. CHT. ?
b. DBH SDA, meliputi:
1. Minyak Bumi dan Gas Bumi;
2. Pengusahaan Panas Bumi;

3. Mineral dan Batubara;
4. Kehutanan; dan
5. Perikanan.
(6) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. DAK Fisik, meliputi:
1. DAK Reguler;
2. DAK Penugasan; dan
3. DAK Afirmasi.
- b. DAK Nonfisik, meliputi:
Dana BOS;
Dana BOP PAUD;
Dana TP Guru PNSD;
DTP Guru PNSD;
Dana BOK dan BOKB;
Dana PK2UKM dan Naker;
Dana TKG PNSD; dan
8. Dana Pelayanan Adminduk.
(7) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua;
c. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Barat;
d. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Pap-
ua; dan
e. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Pap-
ua Barat.
(8) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b angka 1, terdiri atas:
a. Dana BOS untuk daerah tidak terpencil;
dan
b. Dana BOS untuk daerah,terpencil.

=gl (USRS

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Pasal 7

(1) Menteri Keuangan : c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional dan menteri/pimpinan lembaga teknis,
menetapkan jenis/bidang/subbidang dan keg- |
iatan DAK Fisik.

(2) Dalam rangka penetapan jenis/bidang/sub-
bidang dan kegiatan DAK Fisik sebagaimana |
dimaksud pada ayat (1), Meriteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peren-
canaan Pembangunan Nasional menyampai- !
kan:
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a. program dan/atau kegiatan yang menjadi
prioritas nasional;

b. lokasi dari program dan/atau kegiatan yang
menjadi prioritas nasional;

c. perkiraan kebutuhan anggaran untuk men-
danai kegiatan; dan

d. data pendukung,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-

deral Perimbangan Keuangan.

(3) Dalam rangka penetapan jenis/bidang/sub-
bidang dan kegiatan DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menteri/pimpinan
lembaga teknis menyémpaikan:

a. ruang lingkup, sasaran, dan target manfaat
program dan/atau kegiatan;

b. prioritas kegiatan per bidang/subbidang
DAK Fisik;

c. rincian kegiatan berupa nama kebiatan,
target output kegiatan, satuan biaya, dan
lokasi kegiatan; ¢

d. perkiraan kebutuhan anggaran untuk men-
danai kegiatan; dan

e. data pendukung,

kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-

deral Perimbangan Keuangan.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 7 (tujuh)
pasal, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal
7D, Pasal 7E, Pasal 7F, dan Pasal 7G sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7A
(1) Berdasarkan penetapan jenis/bidang/subbi-
dang dan kegiatan DAK Fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan menyampaikan surat pemberita-

huan kepada Kepala Daerah.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. Jenis DAK Fisik yang dapat diusulkan oleh
Daerah;

b. bidang/subbidang DAK Fisik dan lingkup
kegiatan dari masing-masing bidang/sub-
bidang DAK Fisik; dan

c. format usulan DAK Fisik.

(3) Format usulan DAK Fisik sebagaimana dimak- :

sud pada ayat (2) huruf ¢, terdiri atas:
a. Surat pengantar Kepala Dae‘rah; ;

b. Usulan DAK Fisik per jenis/bidang/subbi-

dang;

c. Rekapitulasi Usulan DAK Fisik; dan
d. Data pendukung.

(4) Dalam hal terdapat perubahan bidang DAK
Fisik setelah penyampaian surat pemberita-
huan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan pem-
beritahuan kepada Kepala Daerah.

Pasal 7B

(1) Kepala Daerah menetapkan usulan DAK Fisik
dengan mengacu pada surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.

(2) Penetapan usulan DAK Fisik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan dengan mem-
pertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan priori-
tas nasional dan prioritas daerah;

b. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;

c. skala prioritas kegiatan per bidang/subbi-
dang;

d. target output kegiatan yang akan dicapai,
termasuk untuk memenuhi Standar Pelay-
anan Minimum;’

e. lokasi pelaksanaan kegiatan;

f. satuan biaya masing-masing kegiatan; dan

g. tingkat penyerapan dana dan capaian out-
put DAK dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 7C
(1) Kepala Daerah menyampaikan Usulan DAK
Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) dalam bentuk dokumen fisik (hard-
copy) dan dokumen elektronik {softcopy) ke-
pada:
a. menteri/pimpinan lembaga teknis terkait
c.q. sekretaris jenderal/sekretaris utama;
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Kepala Badan Perencanaan Pem-
bangunan Nasional c.q. Deputi Bidang
Pengembangan Regional; dan
c. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan. '
(2) Penyampaian usulan DAK Fisik kepada men-
teri/pimpinan lembaga teknis terkait seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak termasuk rekapitulasi usulan DAK Fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat
(3) huruf c.
(3) Bupati/walikota menyampaikan salinan usulan
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DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada gubernur.

(4) Usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan salinan usulan DAK Fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima
paling lambat tanggal 15 Juni.

(5) Dalam hal tanggal 15 Juni jatuh pada hari libur
atau hari yang diliburkan, maka batas waktu
penerimaan usulan DAK Fisik adalah pada hari
kerja berikutnya.

Pasal 7D

(1) Kementerian/lembaga teknis terkait, Kemen-
terian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
clan Kementerian Keuangan masing-masing
melakukan verifikasi usulan DAK Fisik.

(2} Verifikasi usulan DAK Fisik sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

a. kelengkapan dan kesesuaian format Usu-
lan DAK Fisik dengan format sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

b. pemenuhan unsur keabsahan usulan DAK
Fisik;

c. kesesuaian antara rekapitulasi usulan DAK
Fisik dengan nncian usulan DAK Fisik per
bidang/subbidang;

d. kesesuaian antara dokumen fisik (hard-
copy) dengan dokumen elektronik (soft-
copy) usulan DAK Fisik; dan

e. waktu penyampaian usulan DAK Fisik.

(3) Kementerian/lembaga teknis terkait dan Ke-
menterian Perencanaan Pembangunan Nasi-
onal/Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional menyampaikan hasil verifikasi usulan
DAK Fisik kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jen-
deral Perimbangan Keuangan mengkoordina-
sikan hasil verifikasi usulan DAK Fisik seb-
agaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7E

(1) Kementerian/lembaga teknis terkait, Kemen-
terian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
dan Kementerian Keuangan masing-masing
melakukan penilaian kelayakan usulan DAK
Fisik berdasarkan hasil koordinasi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 7D ayat (4).

(2) Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh
kementerian/lembaga teknis sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan dengan mem-
pertimbangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan ling-
kup/menu kegiatan per bidang/subbidang
DAK Fisik yang ditetapkan oleh kemen
terian/lembaga teknis.

b. kesesuaian usulan target output kegiatan
dengan:

1. data teknis kegiatan pada data pendu-
kung usulan DAK Fisik;

2. perbandingan data teknis kegiatan pada
data pendukung usulan DAK Fisik den-
gan data teknis yang dimiliki oleh ke-
menterian/lembaga teknis;

’ 3. tingkat capaian Standar Pelayanan Min-
imum bidang/subbidang yang terkait
oleh daerah;

4. target output/manfaat kegiatan per bi-
dang/subbidang DAK yang diusulkan
oleh daerah dalam jangka pendek dan
jangka menengah; dan

5. target output/manfaat per bidang/sub-
bidang DAK secara nasional dalam jang-
ka pendek dan jangka menengah.

c. kesesuaian usulan kegiatan dengan satuan
biaya per kegiatan yang diusulkan daerah
dan satuan biaya kementerian/lembaga
teknis, dan/atau Kementerian Keuangan.

{3) Penilaian kelayakan usulan DAK -Fisik oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbi-
dang per tahun secara nasional;

b. lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbi-
dang dalam jangka menengah secara nasi-
onal; dan

" c. prioritas nasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional.

(4) Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik oleh Ke-
menterian Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mempertim-
bangkan:

a. kesesuaian usulan kegiatan dengan menu
kegiatan per bidang/subbidang DAK  Fisik
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yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga

teknis;

b. kelayakan usulan kegiatan berdasarkan
satuan biaya dan indeks kemahalan kon-

struksi; dan

c. kinerja penyerapan DAK Fisik dan tirigkat :

capaian output tahun sebelumnya.

(5) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf b mengacu pada satuan biaya .
sesuai perhitungan Kementerian Keuangan °
dan/atau kementerian/lembaga teknis seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan
indeks kemahalan konstruksi.

Pasal 7F

(1) Kementerian/lembaga teknis menyusun hasil

penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa
nama kegiatan, target output, satuan biaya,
dan lokasi kegiatan secara berurutan sesuai
prioritas kegiatan per bidang/subbidang DAK
Fisik per daerah.

(2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan Pembangunan Na- |
sional menyusun hasil penilaian kelayakan |

usulan DAK Fisik berupa nama kegiatan dan
lokus prioritas kegiatan secara berurutan ses-
uai lokasi prioritas kegiatan per bidang/sub-
bidang DAK Fisik per daerah.

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jen-

deral Perimbangan Keuangan menyusun hasil
penilaian kelayakan usulan DAK Fisik berupa
kesesuaian antara usulan DAK Fisik dengan
satuan biaya per kegiatan, kinerja penyerapan
DAK Fisik dan capaian output tahun sebelum-
nya.

(4) Hasil penilaian kelayakan usulan DAK Fisik se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat .
(2) disampaikan oleh menteri/ pimpinan lem-

baga teknis dan Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala Badan 'Perenca-
naan Pembangunan Nasional kepada-Menteri
Keuangan ¢.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat tanggal 15 Juli.

(5) Dalam hal tanggal 15 Juli jatuh pada hari libur

atau hari yang diliburkan, maka batas waktu
penerimaan hasil penilaian kelayakan usulan
DAK Fisik adalah pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7G

(1) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Usulan

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 7F, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, menyusun
perkiraan kebutuhan dana per jenis/bidang/
subbidang DAK Fisik per daerah.

(2) Perkiraan kebutuhan dana sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan hasil penilaian se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 7F dibahas
antara Kementerian Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ke-
menterian/lembaga teknis.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam notulensi
pembahasan antara Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan Pembangunan Na-
sional, dan kementerian/lembaga teknis.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 8

(1) Dalam rangka menyusun kebutuhan pendan-
aan DAK Nonfisik:

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyampaikan perkiraan kebutuhan Dana
TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, Dana
TKG PNSD, Dana BOS, dan Dana BOP
PAUD kepada Direktur Jenderal Perimban-
gan Keuangan;

b. Kementerian Kesehatan dan Badan Koor-
dinasi Keluarga Berencana Nasional me-
nyampaikan perkiraan kebutuhan Dana
BOK dan BOKB kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan;

c. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dan Kementerian Ketenagakerj
aan menyampaikan perkiraan kebutuhan
Dana PK2UKM dan Naker kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan

d. Kementerian Dalam Negeri menyampaikan
perkiraan kebutuhan Dana Pelayanan Ad-
minduk kepada Direktur Jenderal Perim-
bangan Keuangan.

(2) Perkiraan kebutuhan masing-masing Jenis
DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud Pada
ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal
21 bulan Januari.

(3) Dalam hal tanggal 21 Januari jatuh pada hari
libur atau hari yang diliburkah, maka batas
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waktu penyampaian perkiraan kebutuhan ma-
sing-masing Jenis DAK Nonfisik adalah pada
hari kerja berikutnya.

(4) Berdasarkan perkiraan kebutuhan pendan-
aan yang disampaikan oleh kementerian/lem-
baga teknis terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimban-
gan Keuangan menyusun Indikasi Kebutuhan
Dana DAK Nonfisik.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 10

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal
Anggaran bersama dengan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpi-
nan lembaga teknis membahas arah kebijakan,
sasaran, ruang lingkup, dan pagu DAK Fisik.

Di antara Pasal 36 dan-Pasal 37 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 36A

Dalam hal perubahan data sebagaimana di-
maksud Pasal 18 ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3)
terlambat disampaikan, maka penghitungan dan
penetapan perubahan alokasi DBH SDA dapat di-
lakukan secara proporsional berdasarkan alokasi
DBH SDA menurut provinsi/kabupaten/kota yang
telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelum-
nya.

Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 40 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 40
berbunyi sebagai berikut:
: Pasal 40
(1) Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan
data dasar penghitungan DAU kepada Menteri
Keuangan c¢.q Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat bulan Juli, yang meli-
puti: :
a. indeks pembangunan rmanusia:;
b. produk domestik regional bruto per kapita;
dan
c. indeks kemahalan konstruksi.
(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan penjelasan
metode penghitungan/pengolahan data.

10.

(3) Menteri Dalain Negeri menyampaikan data
jumlah penduduk, kode, dan data wilayah ad-
ministrasi pemerintahan provinsi, kabupaten,
dan kota kepada Menteri Keuangan c.q. Di-
rektur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat bulan Juli.

(4) Kepala Badan Informasi Geospasial menyam-
paikan data luas wilayah perairan provinsi, ka-
bupaten, dan kota kepada Menteri Keuangan
c.g. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat bulan Juli.

a Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi menyampaikan data
formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD).

(5) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan me-
nyiapkan data DBH, PAD, total belanja dae-
rah, dan total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah
paling lambat bulan Juli.

Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut: i
Pasal 42

(1) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7G ayat (3) , Kemen-
terian Keuangan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan kementerian/
lembaga teknis melakukan koordinasi dengan
pemerintah daerah. /

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain bertujuan untuk melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi:

a. antar kegiatan bidang DAK Fisik pada se-
tiap daerah;

b. antar bidang DAK Fisik pada setiap daerah:

c. antar bidang DAK Fisik pada beberapa dae-
rah dalam satu wilayah provinsi; dan

d. antara kegiatan yang akan didanai dari
DAK Fisik dengan kegiatan lainnya.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 43

(1) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 42, Kementerian Keuan-
gan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan, Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Badan Perencanaan Pem-
bangunan Nasional dan kementerian/lembaga
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12.

13.

teknis dapat melakukan penyesuaian terhadap -
perkiraan kebutuhan dana per jenis/bidang/
subbidang DAK Fisik per daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 7G ayat (1).

(2) Perkiraan kebutuhan dana yang telah disesuai-
kan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di- -
tuangkan dalam notulensi pembahasan antara
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jen-
deral Perimbangan Keuangan, Kementerian  :
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional dan ke-

menterian/lembaga teknis.

. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi :

sebagai berikut:
Pasal 43A

Berdasarkan perkiraan kebutuhan dana seb- |
agaimana dimaksud dalam Pasal 7G ayat (1) dan/
atau Pasal 43 ayat {(2) dan hasil koordinasi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kementerian
Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menyusun perhitungan alokasi DAK :
Fisik per jenis/bidang/subbidang per daerah ses- .
uai dengan ketersediaan pagu DAK Fisik dalam

Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga
Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44

(1) Perhitungan alokasi DAK Fisik per jenis/bi-
dang/subbidang setiap daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 43A disampaikan oleh
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
pada saat Pembahasan Tingkat | Nota Keuan-
gan dan Rancangan Undang-Undang menge-
nai APBN.

(2} Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undan-
gUndang mengenai APBN yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pem-
bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan alokasi DAK Fisik.untuk setiap
Daerah.

(3) Alokasi DAK Fisik untuk setiap Daerah seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah
dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1

(satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 47
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

melakukan penghitungan alokasi Dana BOP |
PAUD untuk kabupaten/kota, termasuk dana '

’ cadangan BOP PAUD .
{(2) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan |
berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan :

dengan biaya satuan per peserta didik.

(2a) Penghitungan alokasi Dana Cadangan BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan proyeksi perubahan
jumlah peserta didik dari perkiraan semula
pada tahun anggaran bersangkutan.

(3) Penghitungan alokasi Dana BOP PAUD seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
memperhitungkan adanya lebih salur atas pe-
nyaluran Dana BOP PAUD pada tahun angga-
ran sebelumnya.

(4) Dalam melakukan penghitungan Dana BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuan-
gan.

(5) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD
untuk kabupaten/kota sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bu-
lan Agustus.

(6) Hasil penghitungan alokasi Dana BOP PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digu-
nakan sebagai bahan kebijakan alokasi DAK
Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah ke-
pada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat | Nota Keuangan dan
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil Pem-
bahasan Tingkat | Nota Keuangan dan Ran-
cangan Undang-Undang mengenai APBN seb-
agaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan
alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/
kota.

(8) Alokasi Dana BOP PAUD untuk kabupaten/
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kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dalam Peraturan Presiden menge-
nai rincian APBN.

14. Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (5) Pasal 48 diubah,

sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48

{1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan penghitungan alokasi Dana TP
Guru PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan
kota, termasuk Dana Cadangan TP Guru
PNSD.

(2) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan jumlah guru PNSD yang sudah
bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji po-
kok. i

(3) Penghitungan alokasi Dana TP Guru PNSD se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
memperhitungkan adanya kurang salur dan
sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana
TP Guru PNSD pada tahun anggaran sebelum-
nya.

(4) Dalam melakukan penghitungan Dana TP
Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

(6) Hasil penghitungan alokasi Dana TP Guru
PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disam-
paikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebuday-
aan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lam-
bat hari kerja terakhir bulan Agustus.

(6) Hasil penghitungan alokasi Dana TP Guru PNS
D untuk provinsi, kabupaten, dan kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
sebagai bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik
untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan
Tingkat | Nota Keuangan dan Rancangan Un-
dang-Undang mengenai APBN.

{7) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan |
Rakyat clan hasil pembahasan sebagaimana |
dimaksud pada ayat (6) , ditetapkan alokasi
Dana TP ‘Guru PNSD untuk provinsi, kabupat-

15.

en, dan kota.

(8) Alokasi Dana TP Guru PNSD untuk provinsi,
kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 49 diubah;

sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan penghitungan alokasi DTP Guru
PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota,
termasuk Dana Cadangan DTP Guru.

(2) Penghitungan alokasi DTP Guru PNSD seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum
bersertifikasi profesi dikalikan dengan aloka-
si dana tambahan penghasilan per orang per
bulan sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang mengenai APBN tahun sebel-
umnya. )

(3) Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk memperhitungkan ad-
anya kurang salur dan sisa dana di kas daerah
atas penyaluran DTP Guru PNSD pada tahun
anggaran sebelumnya.

(4) Dalam melakukan penghitungan DTP Guru
PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

(5) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD
untuk provinsi, kabupaten, dan kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disampai-
kan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan paling lam-
bat hari kerja terakhir bulan Agustus.

(6) Hasil penghitungan alokasi DTP Guru PNSD
untuk provms1, kabupaten, dan kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat {5) digunakan
sebagai bahan kebij akan alokasi DAK Non-
fisik untuk disampaikan Pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pemba-
hasan Tingkat | Nota Keuangan dan Rancan-
gan Undang-Undang mengenai APBN.

(7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undang-
Undang mengenai APBN yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pem-
bahasan sebagaimana -dimaksud pada ayat
(6), ditetapkan alokasi DTP Guru PNSD untuk
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provinsi, kabupaten, dan kota.

(8) Alokasi DTP Guru PNSD untuk provinsi, kabu-
paten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

Ketentuan ayat (3) huruf d, ayat (4), ayat (7),

dan ayat (10) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Kementerian Kesehatan dan Badan Kepen-
dudukan dan Keluarga Berencana Nasional
melakukan penghitungan alokasi Dana BOK
dan BOKB untuk kabupaten/kota.

(2) Rincian alokasi Dana BOK sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. BOK;

b. Akreditasi Rumah Sakit;

¢. Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
dan '

d. Jaminan Persalinan.

(3) Penghitungan-alokasi Dana BOK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar-
kan:

a. biaya operasional Pusat Kesehatan Ma-
syarakat dikalikan dengan jumlah Pusat
Kesehatan Masyarakat, untuk BOK;

b. biaya akreditasi rumah sakit dikalikan den-
gan jumlah rumah sakit yang akan diakre-
ditasi, untuk akreditasi rumah sakit;

c. biaya akreditasi Pusat Kesehatan Ma-
syarakat dikalikan dengan jumlah Pusat
Kesehatan Masyarakat yang akan diakre-
ditasi, untuk akreditasi Pusat Kesehatan
Masyarakat; dan

d. biaya sewa rumah tunggu kelahiran dit-
ambah transportasi ibu bersalin, biaya
persalinan, operasional rumah tunggu kela-
hiran dan konsumsi ibu bersalin dengan
pendamping dikalikan jumlah pasien ibu
bersalin, untuk jaminan persalinan.

(4) Penghitungan alokasi Dana BOKB sebagaima-
‘na dimaksud dalam ayat {1) dilakukan ber-
dasarkan:

a. biaya penyuluhan Keluarga Berencana di-
kalikan dengan jumlah balai penyuluhan,
untuk operasional Balai Penyuluhan Kelu-
arga Berencana; :

b. biaya distribusi dikalikan dengan jumlah
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fasilitas kesehatan, untuk operasional dis-
tribusi alat dan obat kontrasepsi; dan

c. biaya pergerakan program Keluarga Beren- '
cana dikalikan dengan jumlah kampung
Keluarga Berencana, untuk operasional
pergerakan Program Keluarga Berencana
di kampung Keluarga Berencana.

(5) Penghitungan alokasi Dana BOK dan BOKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terma-
suk memperhitungkan sisa Dana BOK dan/
atau BOKB di kas daerah atas penyaluran
dana BOK dan/atau BOKB tahun anggaran se-
belumnya.

(6) Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana '
BOK dan BOKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian Kesehatan dan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasi-
onal melakukan koordinasi dengan Kemente-
rian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perim-
bangan Keuangan.

(7) Hasil penghitungan alokasi Dana BOK dan
BOKB untuk kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepen-
dudukan dan Keluarga Berencana Nasional ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat hari
kerja terakhir bulan Agustus .

(8) Hasil penghitungan alokasi Dana BOK dan
BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
digunakan sebagai bahan kebij akan alokasi
DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat | Nota Keuangan dan
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(9) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undan-
gUndang mengenai APBN yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil pem-
bahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), ditetapkan alokasi Dana BOK dan BOKB
untuk kabupaten/kota.

(10} Alokasi Dana BOK dan BOKB untuk kabupat-
en/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
ditetapkan dalam Peraturan Presiden menge-
nai rincian APBN.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (6), dan ayat (9) Pasal

52 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) di-




sisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (Sa) sehingga ;

Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52

(1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah serta Kementerian Ketenagakerj !
aan menghitung alokasi Dana PK2UKM dan !

Naker untuk provinsi, kabupaten dan kota.

(2) Dana PK2UKM dan Naker sebagaimana imak- :

sud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (Dana PK2UKM);

dan

b. Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerj :

aan (Dana PK Naker). -

(3) Penghitungan alokasi Dana PK2UKM seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di-
lakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan
dikalikan dengan biaya satuan per paket pela-
tihan ditambah dengan honor dan fasilitasi

pendamping.

(4} Penghitungan alokasi Dana PK Naker seb-
agaimana dimaksud pada-ayat (2) huruf b di- |
lakukan berdasarkan jumlah peserta pelatihan
dikalikan dengan biaya satuan per paket pela-

tihan ditambah dengan uang makan.

(5) Penghitungan alokasi Dana PK2UKM dan Na-

ker sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

termasuk memperhitungkan sisa dana di kas |
daerah atas penyaluran Dana PK2UKM dan

Naker tahun anggaran sebelumnya.

(6a) Dalam melakukan penghitungan alokasi Dana
PK2UKM dan Naker sebagaimana dimaksud :
pada ayat (1), Kementerian Koperasi dan :
Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian
Ketenagakerjaan melakukan koordinasi den-
gan Kementerian Keuangan c¢.q. Direktorat .

Jenderal Perimbangan Keuangan.

(6) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM
dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Ke-

tenagakerjaan kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pal- 5

ing lambat hari kerj a terakhir bulan Agustus.

(7) Hasil penghitungan alokasi Dana PK2UKM
dan Naker sebagaimana dimaksud pada ayat |
(6) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi
DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah °

18.
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat
Pembahasan Tingkat | Nota Keuangan dan
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(8) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undan-
gUndang mengenai APBN yang telah disetu-
jui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil
pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), ditetapkan alokasi Dana PK2UKM
dan Naker untuk kabupaten dan kota.

(9) Alokasi Dana PK2UKM dan Naker untuk kabu-
paten dan kota sebagaiinana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 52A dan Pasal 52B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan penghitungan alokasi Dana TKG
PNSD untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

{2) renghitungan alokasi Dana TKG PNSD seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan jumlah guru PNSD di desa sangat
tertinggal dikalikan dengan gaji pokok. ‘

(3} Penghitungan alokasi Dana TKG PNSD seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
memperhitungkan adanya kurang salur dan
sisa dana di kas daerah atas penyaluran Dana
TKG PNSD pada tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam melakukan penghitungan Dana TKG |
PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

{6) Hasil penghitungan alokasi Dana TKG PNSD
untuk provinsi, kabupaten, dan kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) disampai-
kan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-
deral Perimbangan Keuangan paling lambat
hari kerja terakhir bulan Agustus.

{6) Hasil penghitungan alokasi Dana TKG PNSD
untuk provinsi, kabupaten, dan kota seb-
agaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
sebagai'bahan kebijakan alokasi DAK Nonfisik
untuk disampaikan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan
Tingkat | Nata Keuangan dan Rancangan Un-
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dang-Undang mengenai APBN.

(7) Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam .

Rancangan Undang-Undang mengenai APBN
yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) , ditetapkan alokasi '

Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabupaten,
dan kota.

(8) Alokasi Dana TKG PNSD untuk provinsi, kabu- |

paten, dan kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.

Pasal 52B

(1) Kementerian Dalam Negeri menghitung aloka- |
si Dana Pelayanan Adminduk untuk provinsi,

kabupaten, dan kota.

(2) Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Ad-
minduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut: ]
a. untuk provinsi berdasarkan jumiah kabu-

paten/kota yang dilayani dikalikan dengan
biaya satuan per kegiatan.

b. untuk kabupaten/kota berdasarkan jumlah
penduduk yang dilayani dikalikan dengan
biaya satuan per kegiatan dan biaya satuan
per layanan.

(3) Penghitungan alokasi Dana Pelayanan Admin- |

duk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
termasuk memperhitungkan sisa dana di kas
daerah atas penyaluran Dana Pelayanan Ad-
minduk tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam melakukan penghitungan Dana Pelay-
anan Adminduk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian Dalam Negeri berkoor-
dinasi dengan Kementerian Keuangan.

{6} Hasil penghitunganalokasi Dana Pelayanan

Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-

deral Perimbangan Keuangan paling lambat !

hari kerja terakhir bulan Agustus.

{6) Hasil penghitungan alokasi Dana Pelayanan
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) digunakan sebagai bahan kebijakan alokasi
DAK Nonfisik untuk disampaikan Pemerintah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat

Pembahasan Tingkat | Nota Keuangan dan

B

Rancangan UndangUndang mengenai APBN.

(7) Berdasarkan pagu dalam Rancangan Undan-
gUndang mengenai APBN yang telah disetu-
jui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil
pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), ditetapkan alokasi Dana Pelayanan
Adminduk untuk kabupaten dan kota.

(8) Alokasi Dana Pelayanan Adminduk untuk
provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Per-
aturan Presiden mengenai rincian APBN.

19. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 67 diubah, se-
hingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67

(1) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan
PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi
dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:

a. triwulan | paling lambat tanggal 31 Maret;

b. triwulan Il paling lambat tanggal 30 Juni;

c. triwulan I paling lambat tanggal 30 Sep-
tember; clan

d. triwulan IV paling lambat tanggal 3 1 De-
sember.
(2) Penyaluran DBH PBB dan Biaya Pemungutan
PBB Migas dan PBB Pengusahaan Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. triwulan | dan triwulan Il masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pagu alokasi;

b. triwulan I paling tinggi sebesar 30% {tiga
puluh persen) dari pagu alokasi: dan

c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu
alokasi dengan jumlah dana yang telah dis-
alurkan pada triwulan I, triwulan Il, dan tri-
wulan Il .

20. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 68 diubah, se-
hingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68
(1) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOP-
DN dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan | paling lambat tanggal 31 Maret;
b. triwulan Il paling lambat tanggal 30 Juni:

c. triwulan Il paling lambat tanggal 30 Sep-

tember; clan

d. triwulan IV paling lambat tanggal 31 De-

I
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sember.

(2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh
WPOPDN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. triwulan | dan triwulan |l masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

pagu alokasi;

b. triwulan Il paling tinggi sebesar 30% (tiga |

puluh persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu
alokasi dengan jumlah dana yang telah dis- !
alurkan pada triwulan |, triwulan I, dan tri-

wulan Iil.

1. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 70

{1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara tri-

wulanan, yakni:
a. triwulan | paling lambat tanggal 31 Maret;

b. triwulan Il paling lambat tanggal 30 Juni;

secara

c. triwulan lll paling lambat tanggal 30 Sep-

tember; dan

d. triwulan IV paling lambat tanggal 31 De-

sember.

(2) Penyaluran DBH SDA Migas, Pertambangan
Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan Pa-
nas Bumi dilaksanakan dengan ketentuan se-

bagai berikut:

a. triwulan | dan triwulan Il masing-masing
sebesar 25% (dua puluh lima persen} dari

pagu alokasi;

b. triwulan Il paling tinggi sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu
alokasi dengan jumlah dana yang telah dis-

alurkan pada triwulan |, triwulan I, dan tri-
wulan Ill.

{3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dan Perikan-
an dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. triwulan |, triwulan Il, dan triwulan Ill ma-
singmasing sebesar 16% (lima belas pers-
en) dari pagu alokasi; dan

b. triwulan IV berdasarkan selisih antara pagu
alokasi dengan jumlah dana yang telah dis-

alurkan pada triwulan |, triwulan 1I, dan iri-

wulan lil.

(4) Penyaluran tambahan DBH SDA Migas dalam
rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan
Provinsi Papua Barat dilakukan setelah guber
nur menyampaikan laporan tahunan penggu- '
naan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan
Gas Bumi kepada Menteri Keuqngan c.q. Di-
rektur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(5) Penyaluran tambahan DBH SDA Migas dalam
rangka otonomi khusus sebagaimana dimak-
sud pada ayat (4) kepada kabupaten/ kota
yang bersangkutan, dilakukan setelah bupa-
ti/walikota menyampaikan laporan tahunan
penggunaan tambahan DBH SDA Migas ke-
pada gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

{6) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaku-
kan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan
tambahan DBH SDA Migas yang disampaikan
oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(7) Tata cara penyaluran, penyampaian laporan,
dan format laporan tahunan penggunaan tam-
bahan DBH SDA Migas sebagaimana dimak-
sud pada ayat (5) ditetapkan oleh gubernur.

(8) Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH
SDA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dan ayat (5) , paling kurang memuat:

a. besaran dana;
b. program kegiatan yang didanai; dan
c. capaian output.

{9) Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH
SDA Migas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan paling lambat tanggal 15 Ma-
ret dengan melampirkan rekapitulasi laporan
tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Mi-
gas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(10) Dalam hal tanggal 15 Maret jatuh pada hari
libur atau hari yang diliburkan, maka batas
waktu penyampaian laporan tahunan penggu- ‘
naan tambahan DBH SDA Migas sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) adalah pada hari kerja |
berikutnya.

22. Ketentuan Pasal 73
[Bersambung]
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.07/2016 TENTANG PENGELOLAAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 187/PMK.07/2016,

tanggal 2 Desember 216)
(Sambungan Business News 8937/Halaman 64)

22. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 b. triwulan Il dan triwulan Il masing-masing
berbunyi sebagai berikut: sebesar 25% {(duapuluh lima persen) dari
Pasal 73 pagu alokasi; dan

(1) Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara tri- c. triwulan IV sebesar 20% (duapuluh pers-
wulanan per bidang, dengan ketentuan seb- en) dari pagu alokasi.

agai berikut: {3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa-

ian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan

triwulan terakhir tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

gan Keuangan berupa: angka 2, disampaikan paling lambat minggu
1. peraturan daerah mengenai APBD ta- hari kerja terakhir bulan Maret tahun anggaran
| hun anggaran berjalan; dan 2 berikutnya.

' 2. laporan realisasi penyerapan dana dan (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa-
capaian output kegiatan DAK Fisik sam- ian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana
pai dengan triwulan terakhir tahun ang- dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
garan sebelumnya. ketentuan sebagai berikut:

b. triwulan ll, setelah Kepala Daerah menyam- a. realisasi penyerapan DAK Fisik triwulan |

a. triwulan | paling cepat pada bulan Februari,
setelah Kepala Daerah menyampaikan do-
kumen kepada Direktur Jenderal Perimban-

paikan laporan realisasi penyerapan dana
dan capaian output kegiatan DAK Fisik
triwulan | tahun anggaran berjalan kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
. triwulan lll, setelah Kepala Daerah me-
nyampaikan laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik sampai dengan triwulan Il tahun ang-
garan berjalan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan; dan

. triwulan |V, setelah Kepala Daerah me-
nyampaikan laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian output kegiatan DAK
Fisik sampai dengan triwulan Il tahun ang-

paling rendah 75% (tujuh puluh lima pers-
en) dari dana yang telah diterima di RKUD;

. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai

dengan triwulan [l paling rendah 75%
{tujuh puluh lima persen) dari dana yang |
telah diterima di RKUD dan capaian output
paling rendah 30% dari target output keg-
iatan;

. realisasi penyerapan DAK Fisik sampai

dengan triwulan Il paling rendah 90%
(sembilan puluh persen) dari dana yang
telah diterima di RKUD dan capaian output
paling rendah 60% (enam puluh persen)
dari target output kegiatan.

(5) Kepala Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b , dan huruf ¢ paling lam-
bat 12 (dua belas) hari kerja sebelum tahun
anggaran berj alan berakhir.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan per-
syaratan penyaluran setelah batas waktu seb-

garan berjalan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

{2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian
sebagai berikut:

a. triwulan | sebesar 30% (tigapuluh persen)
dari pagu alokasi;
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agaimana dimaksud pada ayat (5), maka DAK
Fisik tidak disalurkan.

23. Di antara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disi- |
sipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga

berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73A

(1) Penyaluran DAK Fisik pada bidang ter- :
tentu yang pagu alokasinya kurang dari
Rp1.000.000. 000 (satu miliar rupiah) dapat
dilaksanakan sekaligus sebesar 100% (se- °
ratus persen) dari pagu alokasi paling cepat

pada bulan April tahun berjalan.

(2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Ke- |
pala Daerah menyampaikan kepada Menteri :

¢ 25,

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dokumen persyaratan berupa:

a. peraturan daerah mengenai APBD tahun :

anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi penyerapan dana dan |
capaian output kegiatan DAK Fisik tahun

anggaran sebelumnya.

(3} Dalam hal terdapat kegiatan pada bidang DAK
Fisik yang pembayarannya tidak dapat dilak-
sanakan secara bertahap, pemerintah daerah

~ dapat mengajukan rencana pelaksanaan keg-
iatan dan penyerapan dana kepada kement-
erian/lembaga teknis terkait.

(4) Kementerian/lembaga teknis melakukan veri-
fikasi atas rencana pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(b) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (4), kementerian/lembaga
menyampaikan rekomendasi penyaluran ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(6) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan secara triwulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1) sesuai dengan waktu dan besaran yang
disampaikan .dalam rekomendasi penyaluran
oleh kementerian/lembaga teknis terkait.

24. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 74

(1) Penyampaian laporan realisasi penyerapan
dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik
setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) dan laporan realisasi pe-
nyerapan dana dan capaian output kegiatan
DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat (2)
huruf b disertai dengan rekapitulasi SP2D atas
penggunaan DAK Fisik. j

(2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa- |
ian output kegiatan DAK Fisik dan rekapitulasi |
SP2D atas penggunaan DAK fisik sebagaima- |
na dimaksud pada ayat {1) disampaikan dalam |
bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan doku-
men elektronik (softcopy). :

Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut: '
Pasal 75 . :

(1) Dalam hal DAK Fisik hanya disalurkan se-
bagian karena Daerah tidak memenuhi per- :
syaratan, maka pendanaan dan penyelesaian |
kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak
ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik |
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

(2) Laporan realisasi penyefapan dana dan capa-
ian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam |

Pasal 73 ayat (1} huruf a angka 2 dan Pasal |

73A ayat (2) huruf b disampaikan paling lam- |

bat tanggal 21 Maret bulan Maret tahun ang- |
garan berikutnya. :
(3) Dalam hal tanggal 21 Maret jatuh pada hari °
libur atau hari yang diliburkan, maka batas !
waktu penyampaian laporan realisasi penyer- |
apan dana dan capaian output kegiatan DAK

Fisik tahun anggaran sebelumnya sebagaima- |

na dimaksud pada ayat (2) adalah pada hari

kerja berikutnya.
{4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa-
ian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana !

dimaksud dalam Pasal 73A ayat (2) huruf b,

disampaikan dengan ketentuan:

a. penyerapan dana paling rendah 75% (tu-
juh puluh lima persen) dari dana yang telah |
diterima di RKUD; dan

b. capaian output paling rendah 90% (sem-
bilan puluh persen) dari target output keg- ‘
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iatan.

(5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa-

ian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat pe-
nyaluran tahun anggaran berikutnya.

(6) Laporan realisasi penyerapan dana dan capa-

ian output kegiatan DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat
penyaluran DAK Fisik triwulan 1 pada bi-
dang yang sama dalam hal pada tahun ang-
garan berkenaan tidak memenuhi kriteria se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 73A ayat
{1).

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (4) Pasal
76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 76

(1) Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak ter-

pencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan | paling cepat bulan Januari;
b. triwulan | | paling cepat bulan April;

c¢. triwulan Ili paling cepat bulan Juli; dan
d. triwulan |V paling cepat bulan Oktober.

(2) Penyaluran Dana BOS pada tiap triwulan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan | sebesar 20% (dua puluh persen)
dari pagu alokasi;

b. triwulan 1l sebesar 40% (empat puluh
persen) dari pagu alokasi; dan

¢. triwulan Il dan triwulan IV masing-masing
sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
alokasi.

(3) Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil

dilakukan secara semesteran, yaitu:
a. semester | paling cepat bulan Januari; dan
b. semester Il cepat bulan Juli.

(4) Penyaluran Dana BOS pada tiap semester se-

bagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

dengan rincian sebagai berikut:

a. semester | sebesar 60% (enam puluh pers-
en) dari pagu alokasi; dan

b. semester Il sebesar 40% (empat puluh
persen) dari pagu alokasi.

(5) Pemerintah provinsi wajib menyalurkan Dana

BOS kepada masing-masing satuan pendidi-
kan dalam provinsi yang bersangkutan paling
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lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
Dana BOS di RKUD provinsi sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penyaluran Dana BOS kepada masing-masing

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) didasarkan pada rincian alokasi
Dana BOS pér satuan pendidikan yang dihi-
tung sesuai data jumlah siswa yang ditetap-
kan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

27. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Gubernur menyampaikan:

a. laporan realisasi penyaluran Dana BOS ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-
deral Perimbangan Keuangan; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana BOS ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jen-
deral Perimbangan Keuangan dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

(2) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dis-
ertai dengan Rekapitulasi SP2D yang diterbit-
kan untuk penyaluran Dana BOS.

(3) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS seb-

agaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan

realisasi penyerapan Dana BOS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan
paling lambat:

a. minggu kedua bulan Februari untuk laporan
realisasi penyaluran dan laporan realisasi
penyerapan triwulan |;

b. minggu kedua bulan Mei untuk laporan
realisasi penyaluran dan laporan realisasi
penyerapan triwulan Il bagi daerah tidak
terpencil dan untuk laporan realisasi pe-
nyaluran dan laporan realisasi penyerapan
semester | bagi daerah terpencil;

¢. mmggu kedua bulan Agustus untuk lapo-
ran realisasi penyaluran dan laporan real-
isasi penyerapan triwulan Ill; dan

d. minggu kedua bulan November untuk lapo-

ran realisasi penyaluran dan laporan real- |

isasi penyerapan triwulan IV bagi daerah
tidak terpencil dan laporan realisasi peny-
aluran dan laporan realisasi penyerapan se-
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mester || bagi daerah terpencil.

(4) Laporan realisasi penyaluran Dana BOS dan

laporan realisasi penyerapan Dana BOS seb-

agaimana dimaksud pada ayat (3) disampai-

kan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy)

dan dokumen elektronik (softcopy) melalui
aplikasi.

Ketentuan ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) Pasal
78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78

{1) Dalam hal terdapat kurang dan/atau lebih salur
Dana BOS, be’rhitungan kurang dan/atau lebih
salur Dana BOS disampaikan dalam laporan
realisasi penyaluran Dana BOS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b.

(2) Berdasarkan laporan realisasi penyaluran Dana
BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Di-
rektur Jenderal Pendidikan Dasar dan Merien-
gah menyampaikan rekomendasi kurang dan/
atau lebih salur Dana BOS kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.

(3) Rekomendasi kurang dan/atau lebih salur
Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerj a sebelum triwulan berkenaan berakhir
bagi daerah tidak terpencil dan 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum semester berkenaan bera-
khir bagi daerah terpencil.

(4) Dalam hal terdapat lebih salur Dana BOS seb-

' agaimana dimaksud pada ayat' (1) untuk dae-
rah tidak terpencil, maka lebih salur Dana BOS
diperhitungkan dengan ketentuan:

a. untuk triwulan I, triwulan I, dan triwulan
‘Il diperhitungkan dalam penyaluran Dana
BOS triwulan berikutnya; dan

b. untuk triwulan IV diperhitungkan dalam
penyaluran Dana BOS triwulan | tahun

' anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat lebih salur - Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
daerah terpencil, maka lebih salur Dana BOS
diperhitungkan dengan ketentuan:

a. untuk semester | diperhitungkan dalam pe-
nyaluran Dana BOS semester berikutnya;

29.

b. untuk semester Il diperhitungkan dalam
penyaluran Dana BOS semester | tahun
anggaran berikutnya.

(6) Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOS,
maka rekomendasi kurang salur Dana BOS
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar penyaluran dana cadangan BOS.

{7} Pemerintah daerah provinsi wajib menyalur-
kan dana cadangan BOS kepada masing-ma-
sing satuan pendidikan paling lama 7 (tujuh)
hari kerj a setelah diterimanya dana cadangan
BOS di RKUD provinsi sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 79

{1) Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara
sekaligus paling lambat tanggal 31 Maret.

{2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisa-

i si penyaluran dan laporan realisasi penyerapan
Dana BOP PAUD kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat tanggal 31 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal tanggal 31 Januari jatuh pada hari

“libur atau hari yang diliburkan, maka batas
waktu penyampaian laporan realisasi penyal-
uran dan laporan realisasi penyerapan Dana
BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pada hari kerja berikutnya.

(4) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD
dan laporan realisasi penyerapan Dana BOP
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) merupakan syarat penyaluran. Dana BOP
PAUD.

(5) Laporan realisasi penyaluran Dana BOP PAUD |
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran
Dana BOP PAUD .

(6) Laporan realisasi penyaluran dan laporan real-
isasi penyerapan Dana BOP PAUD sebagaima-
na dimaksud pada ayat {2) disampaikan dalam
bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan doku-
men elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

(7) Dalam hal terdapat kurang salur Dana BOP
PAUD pada tahun anggaran berjalan akan
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diperhitungkan dengan dana cadangan Dana

BOP PAUD .
(8) Penyaluran dana cadangan sebagaimana di-

maksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan |
surat rekomendasi.dari Menteri Pendidikan |
clan Kebudayaan c.d. Direktur Jenderal Pen-
didikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Ma-

syarakat.

30. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi !

sebagai berikut:
Pasal 80

(1) Penyaluran Dana TP Guru PNSD dilaksanakan

secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan | paling cepat pada bulan Maret;
b. triwulan Il paling cepat pada bulan Juni;

c. triwulan Il paling cepat pada bulan Sep-

tember; dan

d. triwulan IV paling cepat pada bulan No-

vember.

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud bada
ayat (1) dilaksanakan, dengan nnclan seb-

agai berikut: |

a. triwulan | sebesar 30% (tiga puluh persen)

dari pagu alokasi;

b. triwulan Il dan triwulan I masing-masing
sebesar 25% (dua puluh tima persen) dari
pagu alokasi; dan

¢ triwulan 1V sebesar 20% (dua puluh pers-
en) dari pagu alokasi.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota
membayarkan Dana TP Guru PNSD kepada
guru yang berhak dan memenuhi persyaratan
yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerj:
a setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di
RKUD kabupaten/kota.

{4) Kepala Daerah membuat dan menyampaikan

wajib

laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru

PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan secara semester-

an, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semester | disampaikan paling lambat tan-

gal 1 5 September; dan

b. semester |l disampaikan paling lambat
tanggal 15 Maret tahun anggaran berikut-
nya.

(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota

31}

tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD ses-

uai dengan batas waktu sebagaimana dimak-
: sud pada ayat (3) , dan/atau tidak membayar-
" kan Dana TP Guru PNSD sesuai dengan hak
guru, penyaluran DAU dan/atau DBH periode
berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP
Guru PNSD yang tidak dibayarkan ‘kepada
guru.

(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota
tidak, menyampaikan laporan realisasi pem-
bayaran Dana TP Guru PNSD sesuai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada
dyat (4), penyaluran DAU dan/atau DBH peri-
ode berikut dapat ditunda sebesar 10% (sepu-
luh persen).

(7) Dalam hal Dana TP Guru PNSD yang telah dis-
alurkan ke RKUD sampai dengan triwulan IV
tidak mencukupi kebutuhan pembayaran sela-
ma 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pembayaran kepada guru
PNSD befdasarkan jumlah bulan yang telah
disesuaikan dengan pagu alokasi.

(8) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru
PNSD pada tahun anggaran berjalan akan di-
perhitungkan dengan;

a. dana cadangan TP Guru PNSD; atau
b. alokdsi Dana TP Guru PNSD pada tahun
anggaran berikutnya.

{9) Penyaluran dana cadangan sebagaimana di-
maksud pada ayat (8) huruf a dilakukan ber-
dasarkan surat rekomendasi Kebudayaan. dari
Menteri Pendidikan clan

(10) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru
PNSD’ sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
{hardcopy) dan dokumen elektronik (softco-
py) melalui aplikasi.

Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 81
(1) Penyaluran DTP Guru PNSD dilaksanakan se-
cara triwulanan, yaitu:
a. triwulan | paling cepat pada bulan Maret; .
b. triwulan Il paling cepat pada bulan Juni;
¢. triwulan Il paling cepat pada bulan Sep-
tember; dan
d. triwulan IV paling cepat pada bulan No-




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{(7)

vember. -
Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai

. berikut:

a. triwulan | sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari pagu alokasi;

b. triwulan |l dan triwulan 1l sebesar mas1ng-
masing 25% (dua puluh lima persen) dari
pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh pers-
en) dari pagu alokasi.

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib

membayarkan DTP Guru PNSD kepada guru

yang berhak menerima, paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterimanya DTP Guru PNSD

d i RKUD kabupaten/kota.

Kepala Daerah membuat dan menyampai-

kan laporan realisasi pembayaran DTP Guru

PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan secara semester-

an, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semester | disampaikan paling lambat
mmggu kedua bulan September; dan
b. semester II disampaikan paling lambat

mmggu kedua bulan Maret tahun anggaran

berikutnya. .
Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/ kota
tidak membayarkan DTP Guru PNSD sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan/atau tidak membayarkan
DTP Guru PNSD sesuai dengan hak guru, pe-
nyaluran DAU dan/atau DBH periode berikut-
nya dapat ditunda sebesar DTP Guru PNSD
yang tidak dibayarkan kepada guru.
Dalam ha! pemerintah daerah kabupaten/ kota
tidak menyampaikan laporan realisasi pem-
bayaran DTP Guru PNSD sesuai dengan ba-
tas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penyaluran DAU dan/atau DBH periode
berikut dapat ditunda sebesar 1 0% (sepuluh
persen).
Dalam hal DTP Guru PNSD yang telah disalur-
kan ke RKUD sampai dengan triwulan |V tidak
mencukupi kebutuhan pembayaran DTP Guru
PNSD selama 12 (dua belas) bulan, Pemer-
intah Daerah dapat melakukan pembayaran
kepada Guru PNSD berdasarkan jumlah bulan

32.

yang telah disesuaikan dengan pagu alokasi.

(8) Dalam' hal terdapat kurang salur DTP Guru
PNSD pada tahun anggaran berjalan akan di-
perhitungkan dengan:

a. dana cadangan DTP Guru PNSD; atau
b. alokasi DTP Guru PNSD pada tahun ang-
garan berikutnya.

(9) Penyaluran dana cadangan DTP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(10) Laporan realisasi pembayaran DTP Guru PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disam-
paikan dalam bentuk dokumen fisik (hard-
copy) dan dokumen elektronik (softcopy) me-
lalui aplikasi.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 8 |A sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 81A

{1) Penyaluran Dana TKG PNSD dilaksanakan se-
cara triwulanan, yaitu:

a. triwulan | paling cepat pada bulan Maret;

b. triwulan Il paling cepat pada bulan Juni;

c. triwulan il paling cepat pada bulan Sep-
tember; dan ‘

d. triwulan IV paling cepat pada bulan No-
vember.

(2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai
berikut:

a, triwulan | sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari pagu alokasi;

b. triwulan Il dan triwulan Il masing-masing-
sebesar 25% {dua puluh lima persen) dari
pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh pers-
en) dari pagu alokasi.

(3) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
wajib menyalurkan Dana TKG PNSD kepada
guru yang berhak menerima, paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana
TKG PNSD di RKUD provinsi/kabupaten/ kota.

(4) Kepala Daerah membuat dan menyampai-
kan laporan realisasi prmbayaran Dana TKG
PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri
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Pendidikan dan Kebudayaan secara semester-

an, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. semester | disampaikan paling lambat min-
ggu kedua bulan September; dan

b..-semester Il disampaikan paling lambat
minggu kedua bulan Maret tahun anggaran
berikutnya.

(5) Dalam hal pemerintah daerah provinsi/kabu-
paten/kota tidak membayarkan Dana TKG
PNSD sesuai batas waktu sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) , dan/atau tidak mem-
bayarkan Dana TKG PNSD sesuai dengan hak
guru, penyaluran DAU dan/atau DBH periode
berikutnya dapat dipertimbangkan untuk di-

tunda sebesar Dana TKG PNSD yang tidak

dibayarkan kepada guru.

(6) Dalam hal pemerintah daerah provinsi/kabu-
paten/kota tidak menyampaikan laporan re-
alisasi pembayaran Dana TKG PNSD sesuai
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), penyaluran DAU dan/atau DBH
periode berikutnya dapat dipertimbangkan un-
tuk ditunda sebesar 10% (sepuluh persen).

{7) Dalam hal Dana TKG PNSD yang telah disalur-
kan ke RKUD sampai dengan triwulan IV tidak
mencukupi kebutuhan pembayaran Dana TKG
PNSD selama 12 (dua belas) bulan, Pemerin-
tah Daerah dapat melakukan pembayaran ke-
pada guru PNSD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 1 angka 34A, berdasarkan jumlah bulan
vang telah disesuaikan dengan pagu alokasi.

(8) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TKG
PNSD pada tahun anggaran berjalan akan di-
perhitungkan dengan:

a. dana cadangan Dana TKG PNSD; atau
b. alokasi Dana TKG PNSD pada tahun ang-
garan berikutnya.

(9) Penyaluran dana cadangan Dana TKG PNSD
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf
a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

(10 Laporan realisasi pembayaran Dana TKG
PNSD sebagaimane u.maksud pada ayat (4)
disampaikan dalamr bentuk dokumen fisik
{hardcopy) da.. Junumen elektronik (softco-
py) melalui aplikasi.

33. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 83
(1) Penyaluran Dana BOK untuk daerah tidak ter-
pencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan | paling cepat bulan Februari;
b. triwulan | | paling cepat bulan April;
c. triwulan lll paling cepat bulan Juli; dan
d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.
{2) Penyaluran Dana BOK pada tiap triwulan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
masing-masing sebesar -25% (dua puluh lima
persen) dari pagu alokasi.
(3) Penyaluran Dana BOK untuk daerah terpencil
dilakukan secara semesteran, yaitu:
a. semester | paling cepat bulan Februari; dan
b. semester Il cepat bulan Agustus.
(4) Penyaluran Dana BOK pada tiap semester se-

bagaimana dimaksud pada ayat (3) 'dilakukan ;

masing-masing sebesar 50% (lima puluh pers-
en) dari pagu alokasi. '

(b) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalur-
kan Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal b1 ayat (2) kepada Pusat Kesehatan
Masyarakat dafam kabupaten/kota yang ber-
sangkutan paling lama 1 4 {(empat belas) hari
kerja setelah pemerintah kabupaten/kota me-
nerima permintaan penyaluran Dana BOK dari
Pusat Kesehatan Masyarakat.

{6) Penyaluran Dana BOK sebagaimana dimaksud
ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan per-

aturan perundang-undangan di bidang penge- .

lolaan keuangan daerah.

(7) Kepala Daerah bertanggung jawab atas peng-

gunaan Dana BOK.

(8) Kepala Daerah menyampaikan laporan real- |

isasi penyerapan dan laporan realisasi peng-
gunaan Dana BOK kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. paling lambat tanggal 21 April untuk pen-

gunaan triwulan I;
b. paling lambat tanggal 21 Juli untuk pengu-
naan triwulan Il bagi daerah tidak terpen-

cil dan péenggunaansemester | bagi daerah |

terpencil;
c. paling lambat tanggal bulan Oktober untuk
pengunaan triwulan lll; dan
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d. paling lambat 31 Januari tahun anggaran
berikutnya untuk pengunaan triwulan IV |
bagi daerah tidak terpencil dan penggu- |
naan semester || bagi daerah terpencil. :

(9) Laporan realisasi penyerapan Dana BOK se-

bagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. realisasi penyerapan Dana BOK triwulan |
paling rendah 50% {(lima puluh persen} dari
dana yang telah diterima di RKUD;

b. realisasi penyerapan Dana BOK sampai !
dengan triwulan Il dan/atau semester | pal- :

ing rendah 50% (lima puluh persen) dari
dana yang telah diterima di RKUD dan
penggunaan Dana BOK paling rendah 30%
(tiga puluh persen) dari target penggunaan;
c. realisasi penyerapan Dana BOK sampai

dengan triwulan Ill paling rendah 75% (tu-

juh puluh lima persen) dari dana yang telah

diterima di RKUD dan penggunaan Dana
BOK paling rendah 60% (enam puluh pers-

en) dari target penggunaan.

~

d. realisasi penyerapan Dana BOK sampai

dengan triwulan IV dan/atau semester |l

paling rendah 75% (tujuh puluh lima pers-
en) dari dana yang telah diterima di RKUD |

dan penggunaan Dana BOK paling rendah

60% (enam puluh persen) dari target peng-

gunaan.

(10} Laporan realisasi penyerapan dan laporan re-
alisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana |
dimaksud pada ayat (8) merupakan syarat :
penyaluran Dana BOK triwulan atau semester

berikutnya.

(11) Laporan realisasi penggunaan Dana BOK se-

bagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai

dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan

Dana BOK.
{12 Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan

penyaluran setelah batas waktu yang ditetap-
kan pada ayat (8), penyaluran BOK untuk se-

tiap triwulan atau semester dapat dilakukan
setelah persyaratan penyaluran disampaikan
oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tu-
juh) hari kerja sebelum tahun anggaran berja-

lan berakhir.
(13) Laporan penyerapan dan laporan penggunaan

Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik |

(hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.

. 34. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 84

{1) Penyaluran Dana BOKB dilaksanakan secara

semesteran, yaitu:
a. semester | paling cepat bulan Februari; dan
b. semester |l paling cepat bulan Agustus .

(2) Penyaluran dana BOKB sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan masing-mas-
ing semester sebesar 50% (lima puluh persen)
dari pagu alokasi.

(3) Kepala Daerah bertanggung jawab atas peng-
gunaan Dana BOKB .

(4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisa-
si penyaluran dan laporan realisasi penyera-
pan Dana BOKB kepada Menteri Keuangan ¢
. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
secara semesteran, dengan ketentuan seb-
agai berikut:

a. paling lambat mingg(: ketiga bulan Juli un-
tuk pengunaan semester |; dan

b. paling lambat minggu ketiga bulan Januari
tahun anggaran berikutnya untuk pengu-
naan semester Il .

(5) Laporan realisasi penyaluran dan laporan re-
alisasi penyerapan Dana BOKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan syarat pe-
nyaluran Dana BOKB semester berikutnya.

(6) Laporan realisasi penggunaan Dana BOKB se-
bagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai
dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan
Dana BOKB.

{7) Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan
penyaluran setelah batas waktu yang ditetap-
kan pada ayat (4), penyaluran BOKB untuk
setiap semester dapat dilakukan setelah per-
syaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

(8) Dalam hal laporan realisasi penyaluran Dana ‘

BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

masih bernilai nihil, penyaluran Dana BOKB .

35
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semester berikutnya dapat ditunda, dan akan
disalurkan kembali apabila Kepala Daerah su-
dah menyampaikan laporan penyerapan Dana
BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
yang tidak bernilai nihil.

(9) Laporan realisasi penyaluran dan laporan re-
alisasi penyerapan Dana BOKB sebagaimana
dimaksud. pada ayat {4) disampaikan dalam
bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan doku-
men elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga herbunyi

sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Penyaluran Dana PK2UKM dan Dana PK Na-
ker dilakukan secara bertahap, yaitu:

a. tahap | paling cepat bulan Maret; dan
b. tahap Il paling cepat bulan Agustus.

{2) Penyaluran Dana PK2UKM dan Dana PK Na-
ker pada tiap tahap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebe-
sar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

(3) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisa-
si penyaluran dan laporan realisasi penyera-
pan Dana PK2UKM dan Dana PK Naker setiap
tahap kepada Menteri Keuangan c.qg. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ke-
tentuan sebagai berikut:

a. paling lambat tanggal 31 Oktober untuk
penyerapan dan penggunaan tahap |; dan

b. paling lambat tanggal 31 Januari tahun
anggaran berikutnya untuk penyerapan
dan penggunaan tahap II; .

(4) Dalam hal batas waktu se bagaimana dimak-
sud pada ayat (3) jatuh pada hari libur atau
hari yang diliburkan, maka batas waktu pe-
nyampaian laporan realisasi penyaluran dan
laporan realisasi penyerapan Dana PK2UKM
dan Dana PK Naker setiap tahap adalah pada
hari kerja berikutnya. '

(5) Laporan realisasi penyaluran dan laporan real-
isasi penyerapan Dana PK2UKM dan Dana PK
Naker sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan syarat penyaluran Dana PK2UKM
dan Dana PK Naker tahap berikutnya.

(6) Laporan realisasi penyaluran Dana PK2UKM
dan Dana PK Naker sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disertai dengan Rekapitulasi

36.

SP2D atas penggunaan Dana PK2UKM dan

Dana PK Naker.

(7) Laporan realisasi penyaluran dan laporan re-
alisasi penyerapan Dana PK2UKM dan Naker |
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disam- |
paikan dalam bentuk dokumen fisik (hard- |
copy) dan dokumen elektronik {softcopy) me-
lalui aplikasi.

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana PK Naker pada
laporan penyerapan tahap Il Tahun Anggaran
2016, maka penyelesaian pengembalian sisa
dana tersebut dilakukan dengan cara memper-

hitungkan DAU dan/atau DBH Tahun Angga-

ran 2017. |

Di antara Pasal 85 danPasal 86 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 85A dan Pasal 85B sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

(1) Penyaluran Dana Pelayanan Admindu‘k dilaku-
kan secara sekaligus paling lambat bulan Ma-
ret.

(2) Kepala Daerah menyampaikan laporan real-
isasi penyerapan dan laporan realisasi peng-
gunaan Dana Pelayanan Adminduk kepada
Menteri Keuangan c¢.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat tanggal 31 Januari tahun
anggaran berikutnya.

.(3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan real-

isasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meru-
pakan syarat penyaluran Dana Pelayanan Ad-
minduk.

(4) Laporan realisasi penyerapan Dana Pelayanan
Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas pe-
nyaluran Dana Pelayanan Adminduk.

(5) Laporan penggunaan Dana Pelayanan Admin-
duk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dis-
ampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hard-
copy) dan dokumen elektronik (softcopy)
melalui aplikasi.

Pasal 85B
(1) Berdasarkan laporan realisasi penyaluran dan
penyerapan DAK Nonfisik dari Daerah:
a. Kementerian Pendidikan dan Kebuday-
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aan melakukan verifikasi atas kebutuhan
ril Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana TP
Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan TKG
PNSD;

b. Kementerian Kesehatan melakukan verifi-
kasi atas kebutuhan riil Dana BOK;

c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Na-
sional melakukan verifikasi atas kebutuhan
riil Dana BOKB;

d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah melakukan verifikasi atas kebu-
tuhan riil Dana P2UKM; dan

e. Kementerian Ketenagakerjaan dan Trans-
migrasi melakukan verifikasi atas kebutu-
han riil Dana Peningkatan Kapasitas Ke-
tenagakerjaan.

f. Kementerian Dalam Negeri melakukan veri-
fikasi atas kebutuhan riil Dana Pelayanan
Adminduk.

(2} Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam bentuk rekomen-
dasi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterima paling lambat:

a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum triwulan
berjalan berakhir untuk BOS daerah tidak
terpencil, BOK dan BOKB, Dana TP Guru
PNSD, DTP Guru PNSD, dan dana TKG
PNSD .

b. 3 O (tiga puluh) hari kerja sebelum semes-
ter berjalan berakhir untuk Dana BOS dae-
rah terpencil.

c. 30 (tiga puluh) hari kerj a sebelum tahun
anggaran berakhir untuk Dana BOP PAUD,
Dana P2UKM dan Naker, dan Dana Pelay-
anan Adminduk.

(4) Dalam hal berdasarkan rekomendasi seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat
lebih salur DAK Nonfisik, maka dilakukan
penghentian penyaluran dan/atau penye-
suaian jumlah penyaluran periode berikutnya
sesuai kebutuhan riil untuk memenuhi pem-
bayaran DAK Nonfisik sampai dengan akhir
tahun anggaran.

37. Ketentuan ayat (1), ayat {2) , dan ayat (3) Pasal
93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah

dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal

antara lain terdapat:

a. kelebihan pembayaran atau kelebihan pe-
nyaluran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, termasuk DBH CHT yang tidak di-
gunakan sesuai peruntukannya dan/atau
tidak dianggarkan kembali pada tahun ang-
garan berikutnya;

b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah;

c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk
kepada daerah otonomi baru;

d. daerah yang tidak menganggarkan alokasi
dana desa (ADD) ; dan

e. pelanggaran kebijakan di bidang pajak dae-
rah dan retribusi daerah.

f. Pembebanan keuangan negara atas biaya
yang timbu! akibat adanya tuntutan hukum
dan/atau putusan peradilan atas kasus/
sengketa hukum yang melibatkan Pemer-
intah Daerah.

{2) Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perlu
dilakukan kebij akan pengendalian Transfer ke

Daerah dan Dana Des a oleh Pemerintah, dan/

atau pemerintah daerah tidak memenuhi ke-

tentuan, antara lain:

a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai
APBD;

b. penyampaian laporan realisasi APBD se-
mester |; .

c. penyampaian laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

d. penyampaian perkiraan belanja operasi dan
belanja modal bulanan;

e. penyampaian laporan posisi kas bulanan;

f. penyampaian laporan realisasi anggaran
bulanan;

g. penyaluran dan penyampaian laporan re-
alisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD,
DTP Guru PNSD, dan TKD PNSD;

h. penyampaian konfirmasi penerimaan me-
lalui LKT dan LRT;

i. penyampaian persyaratan penyaluran DBH
CHT;

|, 5




j. penyampaian laporan pemanfaatan semen-
tara dan penganggaran kembali sisa dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
sudah ditentukan penggunaannya;

k. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan
penyetoran pajak penghasilan dan pajak
lainnya;

|. penyampaian data informasi keuangan
daerah dan nonkeuangan daerah melalui
Sistem Informasi Keuangan Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundangan;

m. penyampaian surat komitmen pengaloka-
sian ADD;

n. penyampaian rencana defisit APBD; dan

0. penyampaian laporan posisi kumulatif pinj
aman daerah. :

(3) Penghentian penyaluran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal,
antara lain:

a. daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua)
kali diberikan sanksi berupa penundaan pe-
nyaluran DBH CHT dalam tahun anggaran
berjalan;

b. Kepala Daerah mengajukan permohonan
penghentian penyaluran DAK Fisik kepada
Menteri Keuangan c.qg. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan, disertai dengan
surat persetujuan dari pimpman kement-
erian negara/lembaga terkait; dan

c. Terdapat kelebihan alokasi DAK Non Fisik
kepada Daerah akibat adanya lebih salur
DAK Non Fisik pada tahun anggaran berja-

* lan berdasarkan rekomendasi menteri atau
pimpinan lembaga teknis.

{4) Pemotongan, penundaan dan/atau penghen-
tian penyaluran Transfer ke Daerah memper-
timbangkan, antara lain, besarnya permintaan
pemotongan, pagu alokasi, lebih bayar atau
lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
dan kapasitas fiskal daerah yang bersangku-
tan. 3

(5) Dalam hal pemotongan dan penundaan pe-
nyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
diusulkan dalam waktu yang bersamaan dan

untuk jenis transfer yang sama, KPA BUN

Transfer Dana Perimbangan dapat menentu-
kan prioritas pemotongan dan penundaan pe-
nyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

(6) Dalam hal penghentian penyaluran DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dilakukan sampai dengan tahun anggaran
berakhir, maka DAK Fisik yang ditunda peny-
alurannya tidak dapat disalurkan pada tahun |
anggaran berikutnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemotongan, penundaan, dan/atau penghen-
tian penyaluran Transfer ke Daerah dapatdia-
tur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perim-
bangan Keuangan.

(8) Ketentuan -mengenai pemotongan penyal-

uran Transfer ke Daerah dan Dana Desa seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
penundaan penyaluran Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada |
ayat (2) huruf |, mulai berlaku pada Tahun

" Anggaran 2017.

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 94 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

(1) Pembayaran kembali penyaluran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa yang ditunda dan/

atau dihentikan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 92 ayat (2) dilakukan setelah:

a. dicabutnya sanksi penundaan;

b. dipenuhinya kewajiban daerah dalam ta-
hun anggaran berjalan; atau

c. batas waktu pengenaan sanksi penundaan
berakhir sesuai ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

(2) Pembayaran kembali DBH CHT yang ditunda

dilakukan bersamaan dengan penyaluran tri-
wulan berikutnya setelah seluruh persyaratan
setiap triwulan terpenuhi.

39. Ketentuan Pasal 1 02 ayat (2) diubah dan setelah
ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat
(3}, ayat (4) dan ayat {5) sehingga Pasal 102 ber- :
bunyi sebagai berikut: i

Pasal 102
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{1) Transfer
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 00 ayat (1) digunakan sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas daerah.

{2) Transfer
bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) dialokasikan sekurang-

ke Daerah yang penggunaannya

ke Daerah yang penggunaannya

kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk
belanja infrastruktur daerah yang langsung
terkait
fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam

dengan percepatan pembangunan
rangka meningkatkan kesempatan kerja, men-
gurangi kemiskinan, dan mengurangi kesen-
jangan penyediaan pelayanan publik antar
daerah. ‘

(3) Daerah waijib menyampaikan laporan penggu-
naan dana Transfer ke Daerah bersifat umum
sebagaima'na dimaksud pada ayat (2) dalam
Laporan Realisasi Anggaran sesuai peraturan
perundang-undangan. ;

(4) Berdasarkan
sud pada ayat (3), Kementerian Keuangan
melakukan evaluasi terhadap pengalokasian
dana Transfer ke Daerah yang penggunaan-

laporan sebagaimana dimak-

nya bersifat umum untuk belanja infrastruktur
daerah.

(5) Dalam hal mengalokasikan dana Transfer ke
Daerah yang penggunaannya bersifat umum
untuk belanja infrastruktur daerah kurang dari
25% (dua puluh lima persen) dari dana yang
diterima oleh daerah, maka dapat dikenakan
penundaan penyaluran DAU sebesar kekuran-
gan pengaldkasian tersebut. .

Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 107

(1) DAK Penugasan
dalam Pasal 2 ayat {6) huruf a angka 2 di-

sebagaimana dimaksud
prioritaskan penggunaannya untuk mendanai
bidang/ subbidang dalam rangka pencapaian
prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemer-
intah.

{2) Bidang/subbidang
pada ayat (1), antara lain:
a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

sebagaimana dimaksud

41.

42

Air Minum;
Sanitasi;
Jalan;
Pasar;

@ o oo

Irigasi;

h. Energi Skala Kecil.

(3) Cakupan bidang/subbidang sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dapat disesuaikan
setiap tahun sesuai prioritas nasional yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
dan Undang-Undang mengenai APBN.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 110 diubah,
sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 110

(1) Dalam hal terdapat sisa DAK atau sisa DAK
Fisik pada bidang/subbidang/subjenis yang
output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa
tersebut dapat digunakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang/subjenis yang sama;
dan/atau

b. untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang/subjenis tertentu sesuai
kebutuhan daerah,

dengan menggunakan petunjuk teknis tahun

anggaran berjalan.

(2) Dalam hal terdapat sisa DAK atau sisa DAK
Fisik pada bidang/subbidang/subjenis yan'g
output kegiatannya belum tercapai, maka sisa
tersebut dianggarkan kembali dalam APBD
tahun anggaran berikutnya untuk digunak-
an dalam rangka pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis pada saat out-
put kegiatannya belum tercapai. .

(3) Sisa DAK atau sisa DAK Fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) akan diperhitungkan
dalam pengalokasian DAK Fisik pada tahun
anggaran berikutnya.

Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

- Pasal 111

(1) Sisa Dana BOS tahun anggaran 2011 pada
RKUD kabupaten/kota wajib disetor oleh

o
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PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Daerah ke RKUN melalui Bank/Pos Persepsi |

dengan cara penyetoran penerimaan negara
bukan pajak secara elektronik melalui Sistem

Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Online (SIMPON!) atau menggunakan formulir
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) paling lam-
bat bulan April Tahun Anggaran 2017.

{2) Sisa Dana BOS Tahun Anggaraii. 2011 seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan |

sisa yang ditetapkan berdasarkan dokumen
sumber Laporan Hasil Monitoring Sisa Dana

BOS Tahun Anggaran 2011 pada pemerintah |

daerah penerima alokasi Dana BOS Tahun

Anggaran 2011 yang diperoleh dari Badan |
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |

(BPKP).
(3) Rincian Sisa Dana BOS Tahun Anggaran

2011 dan tata cara pengisian SIMPONI seb- _
agaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan |
lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal |

Perimbangan Keuangan.

(4) Tata cara penyetoran Sisa Dana BOS Ta- |
hun Anggaran 2011 ke Bank/Pos Persepsi |

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak-
sanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pe-
nyetoran penerimaan negara.

| 43. Ketentuan ayat (1) Pasal 112 diubah, sehingga

Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 112
(1) Dalam hal sampai dengan bulan April Tahun
Anggaran 2017 masih terdapat Sisa Dana

BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana di- |

maksud dalam Pasal 111 ayat (3) di daerah,
maka penyelesaian pengembalian Sisa Dana

BOS Tahun Anggaran 2011 tersebut dilaku- |

kan dengan cara pemotongan DAU dan/ atau
DBH Tahun Anggaran 2017.

(2) Pemotongan DAU dan/atau DBH dilakukan
oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(3) Konfirmasi terhadap pemotongan DAU dan/
atau DBH dimuat dalam Lembar Konfirmasi
Transfer.

{(4) Lembar Konfirmasi Transfer sebagaimana di-

maksud pada ayat (3) disampaikan oleh Men-
teri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perim- |
bangan Keuangan kepada pemerintah daerah |
.setiap triwulanan.

44. Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 5

; {lima) Pasal yakni Pasal 113A, Pasal 113B, Pasal _
113C, Pasal 113D, dan Pasal 113E sehingga ber-

bunyi sebagai berikut '

Pasal 113A

(1) Dalam hal Daerah mengalami kesulitan likui-

ditas sebagai akibat dari realisasi penerimaan

daerah tidak mencukupi untuk mendanai ke-

giatan yang sudah ditetapkan dalam APBD, |

maka Pemerintah Daerah dapat memanfaat-

kan sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana

Desa yang sudah ditentukan penggunaannya |

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat

* (2. j
(2) Sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
vang sudah ditentukan penggunaannya seb-
agaimana dimaksud dalam ayat (1) merupak-

an akumulasi sisa dari tahun-tahun anggaran
sebelumnya. '
(3) Pemanfaatan sisa dana Transfer ke daerah |
dan Dana Desa yang sudah ditentukan peng-
gunaanya sebagaimana dimaksud pada ayat |

(2}, hanya dapat dilakukan untuk memenuhi:

a. kewajiban pembayaran atas kegiatan yang
sudah dikontrakkan dan selesai dilak-
sanakan;

b. kebutuhan belanja daerah pada saat real-
isasi penenmaan daerah tidak mencukupi :
untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat
ditunda pembayarannya; dan/atau _

c. kebutuhan belanja untuk kegiatan yang |
menj adi prioritas daerah yang telah
ditetapkan dalam APBD. '

(4) Besaran pemanfaatan sisa dana Transfer ke |

Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentu- |

kan penggunaannya sebagaimana dimaksud |

pada ayat (2) paling tinggi sebesar kebutuhan
belanj a Daerah sebagaimana dimaksud pada ;

ayat (3).

Pasal 1138
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Rincian jenis dan besaran atas pemanfaatan
sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
yang sudah ditehtukan penggunaannya dicatat-
kan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
tahun anggaran berkenaan.

f

Pasal 113C
Pemanfaatan Sisa dana Transfer ke Daerah
dan Dana Desa yang sudah ditentukan peng-
gunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
114A ayat 3 dianggarkan kembali sesuai den-
gan peruntukannya pada prioritas pertama dalam
APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 113D

(1) Pemanfaatan sisa dana Transfer ke Daerah |

dan Dana Desa yang sudah ditentukan peng-
gunaannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113A ayat 3 dan penganggaran kembali
atas pemanfaatan sisa Transfer ke Daerah dan
Dana Desa yang sudah ditentukan penggu-
naannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113C, dilaporkan oleh Pemerintah Daerah ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah.

(2) Laporan pemanfaatan sisa dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling kurang memuat:

a. jenis dan jumlah sisa;
b. rincian pemanfaatan dan besarannya.

(3) Laporan penganggaran kembali sisa dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang su-
dah ditentukan penggunaannya sebagairﬁa-
na dimaksud pada ayat (1), paling kurang
memuat jenis dan jumlah yang dianggarkan
kembali.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Menteri Keuangan c. q. Direk-
tur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Men-
teri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah paling lambat bulan Maret
tahun anggaran berikutnya.

. 45,

Pasal 113E :

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyam-
paikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113D ayat (2) dan ayat (3) dan/atau daerah
tidak menganggarkan kembali sisa dana Transfer
ke Daerah dan Dana Desa yang sudah dimanfaat-
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113C,
Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan
penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana
Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya
sebesar sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang tidak dianggarkan kembali.

Ketentuan ayat (1), ayat (3} , dan ayat (5) Pasal
114 diubah sehingga Pasal 1 1 4 berbunyi seb-
agai berikut:
Pasal 114
(1) Pemerintah daerah wajib menyampaikan bukti
. pembuatan tagihan atau billing dan bukti pe-
nerimaan negara atas setoran penerimaan
negara bukan pajak secara elektronik melalui
Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak Online (SIMPONI} sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 111 ayat (1) yang telah
mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN), Nomor Transaksi Bank/No-
mor Transaksi Pos (NTB/NTP)} dan tanggal ke-
pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan melalui Kantor Pelay-
anan Perbendaharaan Negara paling lainbat
bulan Mei Tahun Anggaran 2017.

(2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara menyampaikan salinan Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dari seluruh pemerintah daerah
dalam wilayah kerj anya kepada Kepala Kan-

tor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha-

raan.

{3) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pa-
jak (SSBP) sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dilakukan paling lambat tanggal 31 Mei
Tahun Anggaran 2017.

(4) Berdasarkan salinan Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) yang disampaikan oleh Kan-
tor Pelayanan Perbendaharaan Negara seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
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Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbenda-
" haraan melakukan penelitian dan menyusun |

. rekapitulasi salinan Surat Setoran Bukan Pa-
jak {SSBP) untuk disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

(5) Penyampaian salinan Surat Setoran Bukan Pa-
jak {SSBP) berserta rekapitulasi salinan Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP) kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lambat tanggal 30 Juni
2017.

Tahun Anggaran

\

46. Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1

(satu) pasal, yakni Pasal 117A sehingga berbunyi
sebagai berikut: ‘
Pasal 117A

(1) Dalam hal terjadi keadaan force maleur yang
menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya
kegiatan DAK Fisik di daerah, maka kekuran-
gan penyaluran DAK Fisik dapat dialokasikan
kembali atau disalurkan pada tahun anggaran
berikutnya sesuai mekanisme penganggaran
APBN.

(2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangu-
nan dan kementerian/lembaga teknis melaku-
kan verifikasi atas keadaan force majeur di
daerah se bagaimana dimaksud pada ayat {1).

{3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan dan kementeri-
an/lembaga teknis menyampaikan rekomen-
dasi pengalokasian kembali atau penyaluran
pada tahun anggaran berikutnya kepada Men-
teri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perim-
bangan Keuangan.

(4) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan
sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) berdasar-
kan rekomendasi penyaluran dari kementeri-
an/lembaga teknis terkait. y

(5) Kepala Daerah menyampaikan laporan real-
isasi penyerapan dana dan capaian output ke-

giatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada °

ayat (4) kepada Menteri Keuangan c.q. Direk-

tur Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai
ketentuan Pasal 73.

47. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1

(satu) pasal, yakni Pasal 121A sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 121A

Ketentuan mengenai:

a. Format laporan tahunan penggunaan tamba-
han DBH SDA Migas dan rekapitulasi laporan
tahunan penggunaan tambahan DBH SDA |
Ml.gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (4) dan ayat (6);

b. Format laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik setiap tri-
wulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (1) huruf a angka 2 , huruf b , huruf c,
dan huruf d;

¢. Format laporan realisasi penyerapan dana dan
capaian output kegiatan DAK Fisik tahun ang-
garan sebelumnya sebagaimana dimaksud .
dalam Pasal 73A ayat (2) huruf b;

d. Format rekapitulasi SP2D atas penggunaan
DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (2);

e. Format laporan realisasi penyaluran Dana BOS
dan Iaporanl realisasi penyerapan Dana BOS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(1} huruf a dan huruf b; _

f. Format laporan realisasi penyaluran BOP
PAUD dan laporan realisasi penyerapan Dana
BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam '
Pasal 79 ayat (2);

g. Format laporan realisasi pembayaran Dana
TP. Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (4);

h. Format laporan realisasi pembayaran DTP
Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (4);

i. Format laporan realisasi pembayaran Dana :
TKG PNSD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81A ayat (4);

j. Format laporan realisasi penyerapan dan
laporan realisasi penggunaan Dana BOK seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (8);
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k. Format Laporan realisasi penyaluran dan lapo-
ran realisasi penyerapan Dana BOKB seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4);

I. Format laporan realisasi penyaluran dan lapo-
ran realisasi penyerapan Dana PK2UKM dan
Dana PK Naker sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (3);

m. Format Laporan penyerapan dan
laporan realisasi-penggunaan Dana Pelayanan
Adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 85A ayat (3) ;

n. Format Rekapitulasi SP2D DAK Nonfisik seb-

~ agaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2),
Pasal 79 ayat (4) , Pasal 83 ayat (11}, Pasal
84 ayat (6), Pasal 85 ayat (6), dan Pasal 85A
ayat {4);

o. Format dan petunjuk pengisian Surat Setoran
Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (1); dan

realisasi

p. Format laporan pemanfaatan sisa dana Trans-
fer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah
ditentukan penggunaannya dan laporan pen-
ganggaran kembali sisa dana Transfer ke
Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentu-
kan penggunaannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113D ayat (2) dan ayat (3), se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-
aturan Menteri ini. :

Ketentuan Pasal 122 diubah,-sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 122

(1) Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer
Non Dana Perimbangan belum ditetapkan,
KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan
adalah Direktur Dana Perimbangan.

(2) Ketentuan
penggunaan tambahan DBH SDA Migas seb-

penyampaian laporan tahunan
agaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4},
ayat (4a): dan ayat (4b) mulai berlaku untuk
penyaluran Tahun Anggaran 2017.

(3) Ketentuan mengenai DAK Penugasan seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) hur-

uf a angka 2 dan Pasal 107 Peraturan Menteri

ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

(4) Ketentuan penyaluran DAK Fisik triwulan |

sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1),
huruf a, untuk Tahun Anggaran 2016 meng-
'gunakan laporan realisasi penyerapan DAK tri-
wulan IV Tahun Anggaran 2015 dan laporan
penyerapan penggunaan DAK Tahun Angga-
ran 2015 yang dibuat sesuai dengan format
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tenténg
Pelaksanaan dan Pertanggungj awaban Trans-
fer ke Daerah dan Dana Desa.

(5) Persyaratan penyaluran Dana EOP PAUD se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3)
mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setjap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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pada tanggal 2 Desember 2016
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REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
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